BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat
Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efesien guna
meningkatkan  kinerja  pelaksanaan tugas dan
kewenangan Perangkat Daerah, perlu dilakukan
penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Ncmor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di ProVinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4268);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 228 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nonior 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoresia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6402);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2
Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);









informasi dan sinkronisasi dergan

instansi terkait dalam rargka

pelaksanaan Kkoordinasi
perangkat kerja daerah dan
pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif;

perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar, prosedur
dan kriteria di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

pengoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program atau kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlakii;

pengoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data
Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai
bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan dan  peluang investasi dalam  rangka
pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata di daerah;
pengoordinasian  pelaksanaan, pembinaan-pembinaan dan
bimbingan teknis di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku;

pelaksanaan survei pusat wisata dan analisa pasar wisatawar;

. pelaksanaan promosi dalam negeri dan luar negeri;

pengaturan persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegicatan
Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

penyiapan bahan pembinaan yang berkaitan dengan Bidang
Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

penyusunan standar operasional pelaksanaan  Bidang
Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan Bidang
Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

pembinaan, pengarahan dan penilaian kinerja bawahan;
pelaksanaan pengendalian kegiatan Bidang Pemasaran

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;



t. pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan teknis kegiatan
Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

u. pengkajian pedoman kerja vang berkaitan dengan pemas&aran
pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

v. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;

w. pelaporan seluruh kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif kepada Kepala Dinas; dan

X. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka

Barat.

Ditetapkan di Muntok

Diundangkan di Muntok
pada tanggal H‘ Januari 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR A SERI D



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANG KA BARAT

NOMOR  : M TAHUN 2022
TANGGAL JANUARI 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN OR!
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWI

109 TAHUN 2021
GANISASI, TUGAS DAN
SATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANGKA BARAT.
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